
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR 8 TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2012 
TENTANG BENTUK ISI FORMULIR, KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL  

OBJEK PAJAK DAN KETETAPAN TERENDAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai 

Jual Objek Pajak Dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan telah diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Dan Ketetapan Terendah 
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 

 
  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada 

ketetapan terendah sebagaimana tercantum dalam SPPT 
PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan, maka ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau 

kembali dan disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi 
Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan 
Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan. 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4740); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Idonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
  6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
 

  7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 
 

  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 
tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib 
Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara 

Pembukuan; 
 

  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 
 

  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 
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  19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung 

Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap 

Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan 
Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C); 

 
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007  
Nomor 2); 

 
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007  
Nomor 17); 

 
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 

 
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 
 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan 
Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2012 

TENTANG BENTUK ISI FORMULIR, KLASIFIKASI PENETAPAN 
NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN KETETAPAN TERENDAH 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

   
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 

37 Tahun 2012 Tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Dan Ketetapan Terendah 
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 37), diubah 
sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 huruf j dihapus sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 
 

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2  
ayat (3) huruf b angka 4 berisi informasi sebagai berikut : 

a. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang 
meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib 
Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung; 

b. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) ini; 

c. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada 
tempat pembayaran yang ditentukan  pada SPPT ini; 

d. bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah : 

1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk 
pembayaran secara langsung atau melalui 

petugas pemungut; 

2. Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP 
Elektronik bagi pembayaran pajak secara 

elektronik. 

e. apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan 
transfer/ pemindahbukuan/pengiriman uang melalui 

Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib 
Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD dan Kode Akun; 

f. pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal 
jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut: 

1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah 

pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan 

2. ditagih dengan STP-PBB dan dalam hal STP-PBB 

tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa 
yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan 
atas kekayaan Wajib Pajak. 

g. keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada 
SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Keuangan terkait dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 
ini; 

h. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan 
karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada 
hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena 

sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 
3 (tiga) bulan terhitung sejak : 
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1. diterimanya SPPT ini; 

2. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab 

lainnya yang luar biasa. 

i. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g 
dan huruf h dapat diperpanjang jika Wajib Pajak 

dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar 
kekuasaannya; 

j. dihapus; 

k. apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada 
pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak 

harus melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung; 

l. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini 

dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea 
Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 dan pembayaran Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2008. 

m. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal : 

1. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh 
tempo adalah tangga 1 Nopember s/d tanggal 30 

Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember 
s/d 31 Desember, dst; 

2. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh 
tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 
Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember 

s/d 10 Desember; dst. 
 

 
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

 

Ketetapan terendah sebagaimana tercantum dalam SPPT 
PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar                      

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 
 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 29 Januari 2015 
  
 BUPATI BANDUNG, 

  
  
 ttd 

  
  

 DADANG M. NASER 
 
 

 

Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal 29 Januari 2015 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
  

ttd  

  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19581229 198603 1 011 

 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2015  NOMOR  8 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
              Pembina 

NIP. 19740717 199803 1 003 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


